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BABYV
PENUTUP

5.1Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian Tentang Dissenting Opinion pada
Putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 14 /Pdt.G/2021/PA.Blu
Terkait PNS Wanita yang akan menjadi istri kedua, dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama
Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu, penelitian ini
menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan
terjadinya Dissenting Opinion dalam Putusan Nomor
14/Pdt.G/2021/PA.Blu adalah perbedaan cara pandang Hakim
dalam Musyawarah Majelis Hakim yang disebabkan oleh
kombinasi faktor Interpretasi Hukum, pertimbangan sosial, dan
kompleksitas perkara. Faktor-faktor tersebut menunjukkan
bahwa proses pengambilan keputusan tidak bisa dijamin selalu
sepemikiran, melainkan melibatkan dinamika kolegialitas yang
bertujuan mengahasilkan keputusan yang adil. Oleh karena itu,
dapat ditarik benang merah mengenai pentingnya transparansi
dalam Dissenting  Opinion untuk memperkaya pemahaman
Hukum, dengan tetap menjaga kerahasian proses musyawarah
hingga putusan diucapkan secara resmi.

5.1.2 Intisari dari pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun
Putusan Akhir mengabulkan permohonan berdasarkan pendapat
Hakim Mayoritas, argumentasi yang dituangankan berupa
dissenting opinion merupakan Penemuan Hukum yang lebih
menjamin Kepastian Hukum Administrasi Negara demi menjaga
harkat dan mertabat serta citra PNS sebagai teladan bagi
masyarakat umum dalam menegakkan dan menaati peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Penemuan
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Hukum yang diterapkan oleh Hakim Minoritas dinilai lebih tepat
dalam konteks disiplin kepegawaian karena menegaskan bahwa
persetujuan istri pertama maupun izin dari atasan tidak serta-
merta menggugurkan kewajiban pembuktian alasan substantif
yang bersifat memaksa dalam regulasi khusus PNS. Dengan
demikian, putusan ini merefleksikan ketegangan yuridis antara
upaya mengejar keadilan substantif yang fleksibel dengan
perlindungan Hukum melalui kepastian regulasi yang ketat bagi

aparatur sipil negara.

5.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, perlu kiranya

memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan

judul skripsi ini yaitu:

5.2.1 Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, diharapkan
dalam memutus perkara izin poligami bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) agar lebih memperketat penerapan asas lex
specialis derogat legi generalis dengan menjadikan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai acuan utama.
Hakim sebaiknya tidak hanya terpaku pada syarat
administratif berupa izin atasan atau persetujuan istri
pertama saja, melainkan harus melakukan pembuktian yang
mendalam dan limitatif terhadap alasan-alasan substansial
seperti istri yang benar-benar tidak dapat menjalankan
kewajiban atau adanya bukti medis yang sah mengenai
kondisi fisik istri. Hal ini penting untuk menjaga integritas
hukum administrasi negara dan menjamin kepastian hukum
agar tidak terjadi penyalahgunaan hak poligami oleh aparatur
sipil negara.

5.2.2 Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, khususnya Badan

Kepegawaian Negara (BKN), perlu dilakukan penguatan
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pengawasan dan sosialisasi yang lebih masif mengenai aturan
disiplin PNS terkait perkawinan dan perceraian. Meskipun
seorang PNS telah mendapatkan izin dari atasan, pengadilan
harus tetap diberikan ruang untuk menilai secara kritis
apakah alasan yang diajukan benar-benar memenubhi kriteria
darurat atau mendesak sebagaimana jiwa dari regulasi
tersebut. Selain itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih
harmonis antara aturan umum dalam Kompilasi Hukum
[slam dengan aturan khusus PNS agar tidak menimbulkan
celah hukum yang memicu perbedaan pendapat (dissenting

opinion) yang tajam di tingkat yudisial.
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